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Praperadilan)
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Praperadilan Atas
Penyitaan Oleh Penyidik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014).
Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia
yang diperhadapkan pada masalah hukum.
Tujuan penulisan ini adalah 1). Untuk mengetahui landasan Mahkamah
Konstitusi menetapkan penyitaan sebagai bentuk penambahan objek praperadilan di
Indonesia. 2). Untuk mengetahui tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik
pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan
metodelogi yaitu: 1) Wawancara dengan Para Penyidik yang menangani perkara yang
diuraikan dalam latar belakang. 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis
data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif  kualitatif.
Meskipun praperadilan adalah hal yang baru, maka dianggap perlu untuk
memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hal yang sering kali
terjadi dilakukan oleh para penegak hukum dalam menangani suatu perkara hukum
karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh para penegak hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landasan yang digunakan Mahkamah
Konstitusi menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan salah satunya adalah
landasan konstitusional dalam rangka tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi
manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
Dalam hal ini penulis memandang hukum sebagai kenyataan sosial (aliran
sosiologis). Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan “resume” dari hasil pemeriksaan
yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita
dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Penegak hukum sebagai bagian dari alat negara, sudah seharusnya bertindak




A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, disingkat KUHAP dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209,
Tanggal 31 Desember 1981), maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk
peradilan umum adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Stb. Tahun 1941
Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi
aspek pada zamannya, yang sudah barang tentu terdapat kendala, kelemahan-
kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa (penjajah),
bahkan khususnya mengabaikan pelindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian
hukum dan keadilan. Misalnya ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam
proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan,
hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian
dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.1
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi
individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk
berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.2
Dibandingkan dengan HIR, terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental
beserta segala akibat hukumnya dan diganti dengan ketentuan-ketentuan hukum acara
1 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam
KUHAP (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 2.
2 Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 1.
2pidana baru, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana tersebut.
Kemudian dalam Penjelasan Umum dijelaskan, bahwa dengan
diberlakukannya KUHAP itu ialah demi pembangunan dalam bidang hukum serta
selaras dengan cita-cita hukum nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, bahwa
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machtstaat). Sehingga dapat dikatakan, KUHAP tersebut
mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada
falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, sehingga dalam pasal-pasalnya
harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga
negara dalam suatu negara hukum maupun asas-asas perlindungan keluhuran harkat
serta martabat manusia sesuai Undang-undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan
perubahannya jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan perubahan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.3
Dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh HIR diciptakan
dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta
perangkat-perangkat sarananya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan
pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah. Lain dari itu, berhubungan dengan
perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin modern serta didasari pada
perkembangan era kemerdekaan negara RI, sistem yang dianut HIR dirasakan telah
3 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam
KUHAP (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 4.
3sedemikian ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional,
seiring dengan tuntutan kebutuhan yang asasi dari setiap negara yang lebih maju,
termasuk tuntutan pada dasar-dasar pemikiran pada beberapa lembaga hukum tertentu
dalam Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan kebutuhan asasi dalam pergaulan
masyarakat, yang senantiasa berkembang dan mencari permasalahan beserta
pemecahannya atas dasar pokok pemikiran yang diciptkan oleh pembuat Undang-
undang bagi tata tertib yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara RI sebagai
negara hukum.4
Apabila disimak konsideran KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan
KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia
(tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan,
kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan
aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5
Dalam perkara penegakan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan
hukum yang dipakai, yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil.
Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara
melakukan penegakan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam
proses penegakan hukum pidana materiilnya (KUHP dan peraturan hukum pidana
lainnya). Tata aturan atau tata cara beracara (penyidikan, penuntutan, mengadili) itu
harus dimulai dari awal proses penegakan hukum materiilnya. Kata harus, diartikan
sebagai sesuatu yang harus diikuti, meninggalkan tata aturan yang diatur dalam
4 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam
KUHAP (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 7.
5 Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 14.
4hukum formil itu akan berakibat adanya resiko hukum tersendiri. Yang harus tunduk
terhadap tata aturan proses penegakan hukum pidana ini adalah semua institusi negara
yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur negara penegak hukum,
yaitu penyidik polri dan setiap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), jaksa, dan
hakim.6
Adapun landasan hukum materiil adalah aturan perundang-undangan yang
menjadi objek penegakan hukum pidana antara lain KUHP dan peraturan-peraturan
lainnya yang mengklasifikasikan dirinya masuk dalam ranah pidana. Selanjutnya
korelasi peraturan-peraturan itu terhadap adanya ketentuan peraturan yang mengatur
tentang uji keabsahan tindakan aparatur negara penegak hukum dan aparatur
pemerintah penegak hukum adalah untuk menguji melalui mekanisme praperadilan
tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan.
Atas dasar itu, dalam pelakasanannya diperlukan adanya konsepsi “integrated
criminal justice system” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana
sebagai satu rangkaian kesatuan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutusan
perkara sampai pada penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan.
Meskipun dalam konkritnya kadang-kadang terjadi kesulitan sehingga
menimbulkan masalah-masalah hukum, dalam arti bagaimana suatu ketentuan dalam
KUHAP itu harus diturut dan dilaksanakan kemudian terdapat adanya pihak-pihak
yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan
disertai adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain, maka
guna menjaga dan melindunginya itu, telah dibuka kesempatan adanya suatu lembaga
6 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 79.
5hukum di dalam KUHAP yaitu melakukan penuntutan (permintaan) melalui proses
praperadilan.
Praperadilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi
pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok
perkaranya disidangkan. Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan
Pasal 80 KUHAP, yang memuat :
“Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
melalui sarana pengawasan horizontal”.
Dalam perkembangannya, praperadilan menjadi alat untuk mencari keadilan,
hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XII/2014 yang dalam amar putusan mengadili bahwa Pasal 77 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Bahwa Pasal 77 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan
penyitaan.7
Penyitaan adalah hal yang baru dalam praperadilan di Indonesia. Seperti yang
telah dijelaskan di muka bahwa dalam konkritnya kadang-kadang adanya pihak-pihak
7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, h. 110.
6yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan
disertai adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain.
Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan
oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak
maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang
sering terjadi.8 Permasalahan ini secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 16
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan
penuntutan dan peradilan”.
Mengingat tujuan dari hukum acara pidana adalah, untuk mencari dan
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran
yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari
siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus
ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum masyarakat, namun sekaligus juga
bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban
maupun si pelanggar hukum.
8 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 182.
7Dalam hubungannya dengan hal-hal tersebut di atas, setiap individu apabila
merasa bahwa dirinya tidak pantas atau tidak layak dikarenakan merasa hak-haknya
dilanggar, maka ia dapat menuntut dengan suatu permintaan praperadilan.9
Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi alasan bagi penyusun untuk meneliti
tentang landasan Mahkamah Konstitusi memasukkan penyitaan sebagai objek
praperadilan serta tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Yang dirumuskan dengan judul PRAPERADILAN ATAS
PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21/PUU-XII/2014 TENTANG PERLUASAN OBJEK
PRAPERADILAN).
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam Penelitian ini, yang menjadi fokus permasalahan yakni mengenai
alasan-alasan Mahkamah Konstitusi menetapkan penyitaan sebagai objek
praperadilan serta proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pasca putusan
Mahkamah Konstitusi.
C. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah landasan putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan penyitaan
sebagai bentuk penambahan objek praperadilan di Indonesia ?
9 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam
KUHAP (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 6.
82. Bagaimanakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pasca
dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ?
D. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan
penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah
maupun buku yang berkaitan dengan Praperadilan Atas Penyitaan akan tetapi tidak
ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun,
ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan berkaitan dengan
penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. R. Soeparmono, S.H. dalam bukunya Praperadilan dan Penggabungan Perkara
Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, buku ini membahas perihal
praperadilan dan ganti kerugian yang merupakan bagian dari KUHAP.
2. Skripsi Jumono Budiman yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan
Praperadilan dalam Perkara No. 01/PID.PRA/2009/PN.SIAK (Studi Kasus)”.
Skripsi ini membahas proses pemeriksaan perkara praperadilan, skripsi ini
juga membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan
perkara praperadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skipsi ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis lebih
menfokuskan pada objek praperadilan terkait penyitaan yang dilakukan oleh
penyidik. Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian yang dilakukan
oleh penulis adalah Apakah landasan putusan Mahkamah Konstitusi
menetapkan penyitaan sebagai bentuk perluasan objek praperadilan,
selanjutnya yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah
9Bagaimanakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pasca
dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
3. Skripsi Ilham yang berjudul “Praperadilan tentang Penangkapan dan
Penahanan dalam kaitannya dengan Hak-hak Tersangka atau Terdakwa
menurut KUHAP (Studi Putusan No. 01/Pid/Pra/2009/PN PLP). Skripsi ini
membahas tentang fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum
Kota Palopo serta kaidah-kaidah hukum menurut KUHAP yang diterapkan
dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 01/Pid.Pra/2009/PN PLP terkait
dengan Pelaksanaan Praperadilan di wilayah hukum Kota Palopo. Penelitian
ini lebih menitik beratkan kepada fungsi dan kaidah-kaidah hukum
berdasarkan KUHAP, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa skipsi ini berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis yang lebih menfokuskan pada objek praperadilan
terkait penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Adapun permasalahan yang
dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Apakah landasan
putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan penyitaan sebagai bentuk
perluasan objek praperadilan, selanjutnya yang menjadi fokus penelitian pada
pada penelitian ini adalah Bagaimanakah tindakan penyitaan yang dilakukan
oleh penyidik pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XII/2014.
4. Skripsi M. Andika Hariz Hamdallah yang berjudul “Tinjauan Hukum
Permohonan Praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan
(SP3) oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Pemohonan Praperadilan SP3
Nomor : 01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST dalam kasus Penghentian Perkara
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Penipuan, Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella
Wijaya). Fokus penelitian skripsi ini adalah dasar penghentian penyidikan
dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, fokus lain yang
menjadi pusat penelitian pada skripsi ini adalah Apakah putusan praperadilan
tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada dalam KUHAP.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa skipsi ini berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis yang lebih menfokuskan pada objek praperadilan
terkait penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Adapun permasalahan yang
dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Apakah landasan
putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan penyitaan sebagai bentuk
perluasan objek praperadilan, selanjutnya yang menjadi fokus penelitian pada
pada penelitian ini adalah Bagaimanakah tindakan penyitaan yang dilakukan
oleh penyidik pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XII/2014.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah :
a. Mengetahui landasan Mahkamah Konstitusi menetapkan penyitaan sebagai
bentuk penambahan objek praperadilan di Indonesia.
b. Mengetahui tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pasca




1. Menjadi salah satu panduan dalam menangani kasus praperadilan yang terkait
dengan penyitaan.
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi kaum akademisi penegak hukum.
3. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan
bahan penelitian yang akan datang.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi masyarakat
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
praperadilan atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.
2. Bagi Instansi terkait
Penelitian ini memberikan pemahaman terkait praperadilan atas penyitaan
yang dilakukan oleh penyidik.
3. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada






Praperadilan, adalah istilah atau terminologi yang dipakai dalam suatu proses
penegakan hukum, secara terminologi praperadilan adalah proses sebelum peradilan,
praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata pra dalam ilmu
bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan, adalah proses
persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses
persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengetian
perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses
persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan
kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah
materi perkara itu, misalnya perkara pencurian, maka materi pokoknya adalah perkara
pencurian. Dalam praperadilan, yang disidangkan atau dalam istilah hukumnya yang
diuji adalah masalah tata cara penyidikannya.1
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang
memberikan pengertian praperadilan berbunyi sebagai berikut :
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutuan;
1 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, h.
80.
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b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.2
Pasal 1 butir 10 KUHAP memuat:
"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Pada lampiran keputusan-keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.
01.PW.07.03 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum antara lain :
“Praperadilan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 1 butir 10, adalah
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini, tentang :
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk
kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77);
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
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c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1)
dan (3));
d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau
penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan yang perkaranya
tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2));
e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau
hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri
(Pasal 97 ayat (3)).3
2. Tujuan Praperadilan
Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum
sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR
sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan
masyarakat yang semakin maju dan modern.  Serta bertujuan demi tegaknya hukum,
kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem
KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-
ketentuan KUHAP. Sebab, setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan,
penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan
bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan
perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka.4
3 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 63.
4 R, Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam
KUHAP (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 15.
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Oleh karena itu, prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan
bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan
hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.
Sifat dan/atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik
tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum
seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak
kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak
asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai
dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan
main.
Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP,
yang memuat :
“Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
melalui sarana pengawasan horizontal”.5
3. Lingkup Praperadilan
Berdasarkan KUHAP, yang termasuk dan menjadi lingkup praperadilan
meliputi perkara :
a. Sah atau tidaknya penangkapan;
b. Sah atau tidaknya penahanan;
c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; atau
d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan (pasal 77 sub a. KUHAP).
e. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan
pada tingkat penyidikan;
5 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 65.
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f. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan
pada tingkat penuntutan;
g. Ganti kerugian bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penyidikan;
h. Ganti kerugian bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penuntutan;
i. Rahabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penyidikan;
j. Rahabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penuntutan (pasal 77 sub b KUHAP). Atau untuk ganti kerugian dan rehabilitasi
tersebut dapat meliputi pula:
1) Ganti kerugian dapat diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana
karena ditangkap, ditahan dan diadili atau “dikarenakan tindakan lain”
karena :
- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- Kekeliruan mengenai orangnya; atau
- Kekeliruan hukum yang diterapkan (pasal 95 ayat (1) KUHAP).




- Penyitaan (atas benda/barang atau surat);
- Penggeledahan dan penyitaan, yang tidak sah menurut hukum; atau
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- Penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana
yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP).
3)Rehabilitasi kepada tersangka atas penangkapan; atau
4)Rehabilitasi kepada tersangka atas penahanan; c dan d yaitu :
- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- Kekeliruan mengenai orangnya; atau
- Kekeliruan hukum yang diterapkan;
Sebagaimana Pasal 95 (1) KUHAP, yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan negeri (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).
Dalam hal-hal tersebut di atas, yang diperbolehkan banding hanyalah putusan
praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
dan keputusan banding tersebut sebagai putusan akhir. Sedang, dalam kedua hal yang
disebutkan di atas tersebut, yaitu yang boleh banding, merupakan pengecualian
(eksepsional). Pasal 83 ayat (2) KUHAP.
Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) menyebutkan demikian :
Pasal 8 ayat (1) : Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
Sehingga dapat dikatakan, pada prinsipnya perkara praperadilan tidak dapat
diajukan banding, tetapi ada “pengecualian” yaitu :
a. Tentang tidak sahnya penghentian penyidikan;
b. Tentang tidak sahnya penghentian penuntutan;
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Dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi, yang merupakan
putusan akhir.6
4. Proses Peradilan
Permintaan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh :
a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya tentang sah atau tidaknya penangkapan
atau penahanan.
b. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya
penghentian penyidikan.
c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya
penghentian penuntutan. Yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal
79, 80 KUHAP) dengan menyebut alasan-alasannya.7
Setelah permintaan untuk pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri dan dicatat dalam Register perkara Praperadilan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk
itu, menyampaikan surat tersebut kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang
segera menunjuk Hakim Tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara
praperadilan tersebut.
Segera setelah menerima penunjukan, dalam waktu 3 (tiga) hari setelah
dicatatnya perkara (bukan setelah ditunjuk), hakim praperadilan tersebut harus
menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-saksi.
Penetapan tersebut, dikirimkan kepada Penuntut Umum untuk dilaksanakan. Kepada
6 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam
KUHAP (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 22.
7 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 69.
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Termohon dilampiri salinan/fotokopi surat permintaan praperadilan, agar ianya
meneliti dan mempelajarinya. Yang dipanggil ke persidangan praperadilan, selain
tersangka/terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, juga
termohon, dan pejabat-pejabat yang berwenang.
Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan Berita Acara dan
putusan sidang Praperadilan dibuat seperti perkara summir (singkat). Dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim sudah harus memutuskan perkara.
Perhitungan waktu 7 (tujuh) hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan.
Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti
pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan.
Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi
perkaranya sudah mulai diperiksa maka pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur.
Terhadap putusan praperadilan tidak dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP),
tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan,
maka penyidik/penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada Pengadilan
Tinggi. Selanjutnya diperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan
banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya.
Putusan Pengadilan Tinggi harus segera diberitahukan kepada semua pihak
yang bersangkutan oleh Panitera Pengadilan Negeri.
Sebagaimana diuraikan diatas, Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan
akhir. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi,
dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dan perkara-perkara
praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan
dicapai.
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Putusan verstek dalam acara praperadilan tidak dikenal. Bentuk keputusan
praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan adalah adalah
“Putusan” sedang mengenai pemberian ganti rugi dan rehabilitasi adalah “Penetapan”
(Pasal 96 ayat (1) KUHAP).
Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Hakim tidak dapat dipraperadilankan. Hal ini
dipertegas dengan surat Mahkamah Agung RI, Tanggal 8 Desember 1983 Nomor :
SEMA/14 Tahun 1983 (Lampiran V).8
B. Penyitaan
1. Pengertian Penyitaan
Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan
oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak
maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tidak pidana yang
sedang terjadi. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang
berbunyi sebagai berikut :
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan
atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan
peradilan”.9
Dalam rumusan Pasal 1 butir 16 telah dapat diketahui bahwa “penyitaan”
tersebut dilakukan oleh penyidik, yakni :
a. Pejabat Polisi RI tertentu;
8 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 71.




c. Komandan Sektor (Dansek);
d. Penyidik Pembantu;
e. Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu.
(Pasal 2 dan 3 jo. Pasal 17 dari PP No. 27/1983).
“Dilakukan oleh penyidik” digaris bawahi tetepi tidak berarti hanya pada
tahap penyidikan, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan
bahkan pada pemeriksaan di persidangan, dapat dilakukan bersadarkan “penetapan”
Pengadilan.
Setelah diuraikan “penyidik” yang dapat melakukan “penyitaan”, maka uraian
lebih lanjut adalah proses pelaksanaan penyitaan yang untuk jelasnya adalah sebagai
berikut :
2. Sebelum Penyitaan Dilakukan
Setelah dilakukan “penyidikan” maka ternyata dari hasil-hasil penyidikan
yang telah diperoleh ternyata penyidik berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan
atas barang-barang yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi
sebagai berikut :
a. Yang dapat dilakukan penyitaan adalah:
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
atau untuk mempersiapkannya;
3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penydikan tindak
pidana;
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4) Benda yang khsus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan.10
Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri “Resume”
dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung”
barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri,
diatur oleh Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang bunyinya :
“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat.”
Rumusan “Ketua Pengadilan Negeri setempat” dimaksudkan adalah tempat di
mana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya. Hal ini
perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.
M. Yahya Harahap, dalam buku : Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan
KUHAP Jilid 1 mengutarakan antara lain :
“… Salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua
Pengadilan Negeri, adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak
terjadi penyitaan-penitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan
undang-undang. Bertitik tolah dari latar belakang pemberian pengawasan dan
pengendalian, Ketua Pnegadilan Tinggi berwenang penuh untuk menolak permintaan
izin penyitaan yang diajukan penyidik. Cuma setiap penolakan haruslah dengan
alsan-alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang”.
10 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 94.
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Memang demikian halnya. Itulah sebabnya, di atas telah diutarakan bahwa
Resume yang diajukan penyidik tidak terlalu summier sehingga tampak “hubungan
langsung” (keterkaitan) benda yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang
dsidik. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak izin penyitaan, maka Ketua
Pengadilan Negeri tersebut menerbitkan “Penetapan”. Jika ditolak oleh Ketua
Pengadilan Negeri izin penyitaan maka penyidik tidak dapat melakukan perlawanan.
Penyidik, mau tidak mau, harus menjunjung “penetapan” tersebut. Seyogianya,
terhadap semua “Penetapan” dalam proses penanganan perkara pidana, dapat
dilakukan “perlawanan”. Tetapi undang-undang hanya memberi kewenangan
mengajukan “perlawanan” kapada penuntut umum bukan kepada “penyidik”.  Jika
perkara telah pada tahap penuntutan, maka penuntut umum dapat melakukan
“perlawanan” atas penetapan tersebut kepada Pengadilan Tinggi.
3. Pelaksanaan Penyitaan
Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :
M.01.PW.07.30 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 Tentang “Bidang Penyidikan”,
tercantum antara lain :
Guna melakukan penyitaan maka penyidik :
a. Terlebih dahulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dalam
keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa
surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap
tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap atau alat yang
ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau
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surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh
kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan, pengangkutan apabila
barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya (Pasal 38,
40, 41).
b. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal
128).
c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat
disita untuk diserahkan padanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah
jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka, ditujukan kepadanya,
kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak
pidana. Adapun penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang
berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah
atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 42,
Pasal 43).
d. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu disita
atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang itu dengan
disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. (Pasal
129 ayat (1)).
e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal,
ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala
Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang saksi dan turunan berita acara
disampaikan kepada Atasan penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita dan
Kepala Desa (Pasal 129 ayat (2))”.
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Dengan dibuatnya berita acara penyitaan maka pelaksanaan penyitaan telah
selesai. Dari rumusan-rumusan diatas, perlu perhatian terhadap butir b. meskipun
berdasarkan butir b tersebut telah cukup dengan memperlihatkan tanda pengenal,
maka sebaiknya “penyitaan” dilaksanakan dengan “surat perintah penyitaan”. Dalam
hal tertangkap tangan, meskipun tidak diwajibkan memberitahukan untuk minta
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, agar lebih sempurna tidaklah berlebihan jika
diajukan permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini perlu guna
mencegah Pengadilan Negeri menyampaikan dalam putusan, mengenai benda yang
disita tersebut. Dengan izin/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri maka kewajiban
bagi pengadilan Negeri untuk memutuskan tentang barang-barang yang disita
tersebut. Selain itu juga untuk menghindarkan “praperadilan” karena dapat saja pihak
lain menduga bahwa penyitaan tersebut tidak berdasarkan hukum.
4. Peradilan Dalam Islam
Peradilan dalam perkembangan khzanah hukum Islam (fiqh) menggunakan
istilah al-qadla’ untuk peradilan dan mahkamah al-qadla’ bagi pengadilan sedangkan
qadli adalah hakim. Ad-qadla secara etimologis mengandung arti musytarak (banyak
arti bukan tunggal). Muhammad Salam Madkur memberi tiga arti kata al-qadla;
yaitu, Pertama, al-faraagh berarti putus atau selesai. Kedua, al-adaa’ berarti
menunaikan atau membayarkan dan Ketiga, al-hukmu, berarti mencegah atau
menghalang-halangi.11
Berdasarkan makna etimologis ini dapat menggambarkan seputar fungsi yang
diemban seorang hakim; untuk memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara yang
muncul dari masyarakt muslim (al-faraagh), menunaikan dan membayar, bermakna
11 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 27.
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tugas mulia yang diemban seorang hakim adalah untuk melaksanakan dan
menunaikan suatu hukum Allah, yaitu memberikan suatu yang hak kepada yang patut
secara syar’i untuk diterimanya (al-qadla), dan mencegah (al-hukmu) dalam konteks
ini adalah seorang hakim melalui pengadilan berkewajiban mencegah dan memberi
perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga the rule of law dapat terjalankan,
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian hakim bertugas menghalangi
orang untuk berbuat kesewenang-wenangan atau kedzaliman pihak-pihak tertentu
kepada orang lain.
Peradilan (al-qadla) berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan
ketetapan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dengan putusan yang dapat
menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap
mempertimbangkan dalil syar’i. Muhammad Salam Madkur mendefinisikan; kata
putus atau keputusan yang mengikat yang bersumber dari pemerintahan atau
ketentuan-ketentuan dari hukum syar’i dengan cara memberikan ketetapan. Atas
dasar itu menurut ahli fiqh kontemporer dari Mesir ini, maka lembaga al-qadla tidak
mempunyai wewenang untuk menetapkan hukum baru yang belum ada di dalam Al-
Qur’an dan Sunnah, baik secara sharih (eksplisit) maupun isyarat. Hakim lembaga
pengadilan dalam menangani bebagai kasus berkewajiban untuk menyingkap dan
menjelaskan hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah serta penetapannya. Karena itu,
seorang hakim, kata Salam Madkur, harus seorang mujtahid, dalam arti mampu
menggali hukum dari sumber aslinya, yakni Al-Qur’an dan Sunnah.12
12 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 27.
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QS Al-Nisa/4:135:
 َٰﻳﺎَﻬـﱡَﻳﺄﻟِﭑﺑ َﲔِﻣٰﱠﻮَـﻗ ْاُﻮﻧﻮُﻛ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ِﻂﺴِﻘاَﺪَﻬُﺷ َء ِﻪﱠِﻠﻟ ٰﻰَﻠَﻋﻮَﻟَوﻢُﻜِﺴُﻔَﻧأ َِوأﻟٱ ِﻦﻳَﺪِﻟ َٰﻮ َﻷٱَو َﲔِﺑَﺮﻗ ﻦُﻜَﻳ نِإﺎﻴِﻨَﻏ
َوأاﲑِﻘَﻓ َﻓ وَأ ُﻪﱠﻠﻟﭑ َٰﱃﺎَﻤِِ َﻼَﻓ ْاﻮُﻌِﺒﱠﺘَـﺗ َﳍٱ ٰىَﻮﻌَﺗ نَأ ُﻟِﺪَﻠﺗ نِإَو ْاﻮ ُﻮٓ ْۥا َأ و ْاﻮُِﺿﺮُﻌﺗ ﱠنَِﺈﻓﻌَﺗ َﺎِﲟ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟٱ َنﻮُﻠَﻤاﲑِﺒَﺧ
١٣٥
Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
QS Al-Maidah/5:8:
 َٰﻳ َﺄﺎَﻬـﱡﻳاَﺪَﻬُﺷ ِﻪﱠِﻠﻟ َﲔِﻣٰﱠﻮَـﻗ ْاُﻮﻧﻮُﻛ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ َء ِﺑﻟﭑ ِﻄﺴِﻘ َﳚ َﻻَﻮﻢُﻜﱠﻨَِﻣﺮ َﻨََٔﺷ ُنﺎ ﻮَﻗ ٍم ٰﻰَﻠَﻋ ﱠﻻَأ ْاﻮُﻟِﺪﻌَﺗﻋٱ ْاﻮُﻟِﺪ َﻮُﻫ
َﻗأ ُبَﺮ ٰىَﻮﻘﱠﺘِﻠﻟ َو ُﲑِﺒَﺧ َﻪﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ َﻪﱠﻠﻟٱ ْاﻮُﻘـﱠﺗٱَﺎِﲟ َنﻮُﻠَﻤَﻌﺗ٨
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.13
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya.
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Hadis yang diriwayatkan oleh HR Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW.
bersabda :
» ٌﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ ََﺄﻄْﺧَأ ﱠُﰒ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ َﻢَﻜَﺣ اَذِإَو ِنَاﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ َبﺎَﺻَأ ﱠُﰒ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ ُﻢِﻛَﺎْﳊا َﻢَﻜَﺣ اَذِإ
Terjemahnya :
Apabila seorang hakim (qadhi) berijtihad lalu ijtihadnya benar maka ia
beroleh dua pahala; jika ia berijtihad lalu ijtihadnya salah maka ia beroleh




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan
pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penyitaan sebagai bentuk
perluasan objek praperadilan di Indonesia. Maka jenis penelitian yang digunakan
penulis adalah penelitian mix method (metode campuran)
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum
normatif. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normatif didasarkan
pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) Terhadap praperadilan atas penyitaan. Selain itu dipergunakan juga
bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan
menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif
hukum.
C. Sumber Data
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan
(Library Research) untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, lazimnya di dalam
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penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari
bahan pustaka, yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data).
Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu proses wawancara di
Polrestabes Makassar, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal
hukum dan seterusnya.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam tiga
jenis, yaitu :
1. Bahan hukum primer adalah Sumber data primer diperoleh secara langsung
dari sumbernya, yakni penelitian langsung di Polrestabes Makassar, Sumber
data Primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang
dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan
dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan
materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau
dokumentasi pada instansi terkait.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-
kamus dan ensiklopedia.
31
D. Metode Pengumpulan Data
Pada Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang
disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni : Peraturan Perundang-undangan,
Wawancara, dan Dokumentasi. Metode yang digunakan penulis, antara lain :
1. Peraturan Perundang-Undangan
Pada penelitian ini, salah satu teknik pengumpulan data yang peneliti terapkan
adalah teknik Peraturan Perundang-undangan. Jika didefinisikan, menurut Pasal 1
angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum  dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.1 Maka, untuk memperoleh data
dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terkait peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis, khususnya tehadap putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Wawancara
Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh peneliti adalah
teknik wawancara. Secara konsep, wawancara merupakan suatu proses iteraksi dan
komunikasi. Interaksi dan komunikasi yang dimaksud adalah dialog, yang bersifat
tanya jawab. Pada interaksi dan komunikasi ini, terlibat dua faktor yaitu pewawancara
1 Peter Mahmud Mazuki, Penelitian Hukum (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 184.
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dan narasumber atau responden. Pewawancara merupakan pihak yang bertanya
sedangkan narasumber atau responden adalah pihak yang memberikan jawaban atas
peertanyaan dari pihak pewawancara.
Pada konteks ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang akan
mewawancarai beberapa pihak yakni pihak dari Polrestabes Makassar (Penyidik).
Pada teknisnya, peneliti menggunakan teknik wawancara langsung atau wawancara
secara face to face (Penyidik Polrestabes Makasaar).
3. Dokumentasi
Pada penelitian ini peneliti juga memperoleh data yang tidak langsung berasal
dari objek penelitian yang diteliti. Dengan kata lain bahwa peneliti juga menghimpun
data dari dokumen-dokumen yang bersangkutan serta data dari internet maupun
beberapa literatur.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan,
memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa
dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan
suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan alat untuk mencari data seperti : kamera, tipe recorder (perekam
suara), dan alat tulis menulis.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Dalam tahap pengolahan data ini, ada tiga tahap yang dilakukan, yaitu :
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a) Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi
kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban,
keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.
b) Coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di
setiap instrument penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam
penganalisisan dan penafsiran data.
c) Klarifikasi data, merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan
memilih data berdasarkan pada klarifikasi tertentu yang telah dibuat dan
ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klarifikasi data ini adalah untuk
memudahkan pengujian hipotesis.
2. Analisis Data
Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan
lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dapat dipahami. Susun
Stainback juga memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan analisis
data. Ia mengemukakan bahwa analisis data adalah hal yang kritis proses penelitian
kulitatif, yang mana hal itu digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dari
data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dikembangkan dan dievaluasi.2
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu
tahapan pada penelitian yang didalamnya terdapat sebuah proses, yang mana proses
itu berupa pengorganisasian data, penjabaran data, penafsiran data, serta penyimpulan
data yang telah ditafsirkan sebelumnya. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang
2 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1995), h. 244.
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peneliti gunakan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yang terdiri dari
tiga tahapan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
a. Data Reduction (Reduksi Kata)
Pada tahap awal ini, peneliti berupaya untuk merangkum data-data yang telah
peneliti dapatkan ketika melakukan observasi, wawancara serta data dari sumber
dokumen lain. Atau dengna kata lain pada tahap ini peneliti memilih data-data yang
pokok atau relevan dengan kebutuhan penelitian.
b. Data Display (Penyajian Data)
Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data pokok yang telah dirangkum
sebelumnya kedalam bentuk bagan (Power Point) dan penjelasan data dalam bentuk
teks. Peneliti memberikan pemaparan tentang data-data yang ditemui dan telah
difilter pada tahap sebelumnya. Pemaparan tersebut berupa penafsiran atau
penerjemahan data, agar kemudian dapat dipahami.
c. Conclusion Drawing/Verification (Penafsiran Kesimpulan)
Pada tahap terakhir ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpuan
berdasarkan penafsiran data pada tahap sebelumnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Putusan Mahkamah Konstitusi Menetapkan Penyitaan Sebagai
Objek Praperadilan Di Indonesia
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan hasil pemilihan umum". Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut
diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi adalah mengadili dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir uji materiil
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk
menguji konstitusionalitas undang-undang dari pemohon beralasan maka amar
putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan (Pasal 56 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Sedangkan bila tidak beralasan maka
amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima
(Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Terhadap permohonan
yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian
memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu undang-undang, baik karena
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pembentukan undang-undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun
mengenai ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang (Pasal 51 jo. Pasal 56
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003). Hal ini mempunyai relevansi terhadap
keberlakuan suatu materi undang-undang atau suatu undang-undang, dengan
implikasi yaitu kekuatan hukum sebagian substansi atau seluruh materi undang-
undang (Pasal 57 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004).
Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat
menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai
kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu
undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena
tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap
UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif
mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum
yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara dengan demikian undang-
undang yang dihasilkan oleh legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden)
diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari cabang yudisial c.q
Mahkamah Konstitusi.1
1 IRP Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 31.
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2. Landasan Konstitusional
Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah menjamin perlindungan terhadapa hak asasi manusia dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945, negara berkewajiban untuk menegakkan dan memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat hal-hal yang
tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau prosedur yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia secara
maksimal belum dapat terpenuhi, baik dalam hal penangkapan, penahanan,
penggeledahan maupun penyitaan.
Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu yang tidak
dapat diganggu gugat oleh siapapun. Olehnya itu, negara berkewajiban untuk
memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Terbukti dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai
objek praperadilan yang baru merupakan salah satu bagian penting dalam proses
penegakan hukum.
Pasal 77 KUHAP yang memuat materi tentang objek praperadilan  di
Indonesia menyangkut sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi
belum mencakup keseluruhan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh
penyidik sehingga dapat menimbulkan sikap kesewenang-wenangan oleh aparat
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penegak hukum. Mengigat pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia,
maka Mahkamah Konstitusi menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan yang
dapat diuji keabsahannya melalui lembaga peradilan.
Sebagai penganut aliran sosiologis, penulis memandang hukum sebagai
“kenyataan sosial”. Sosiologisme memandang hukum adalah kenyataan sosial. Ia
mempelajari bagaimana dan mengapanya dari tingkah laku sosial yang berhubungan
dengan hukum dan pranata-pranata hukum sebagaimana kita lihat. Seperti halnya
dengan penyitaan, dalam kenyataannya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai
dengan prosedur atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik
terhadap barang/benda sitaan, sehingga diperlukan adanya regulasi baru dalam rangka
menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu.
Salah satu penganut aliran sosiologis adalah Max Weber. Bagi Weber, Hukum
dipahaminya sebagai suatu kompleks dari kondisi-kondisi factual yang ditentukan
oleh tindakan-tindakan manusia.2
Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit memakai istilah “due process of
law” dalam konstitusinya, namun bukan berarti konstitusi Indonesia berdasarkan
UUD 1945 tidak menganut prinsip-prinsip due process of law, hal ini setidak-
tidaknya dapat dilihat dari berbagai pasal dalam UUD 1945 yaitu antara lain :
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis (Jakarta: PT
Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 282.
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Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor 34/PUUXI/2013
tertanggal 6 Maret 2014, telah menjelaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah
diadopsi dalam UUD 1945 yang meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang
memiliki hak asasi (HAM)”. Sejalan dengan prinsip tersebut, Mahkamah juga
menegaskan adanya kewajiban bagi orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk
menghormatinya, dan oleh karena itu pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan itu semua merupakan tugas dan
tanggung jawab bagi negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis”.
Munculnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia bermula dari
pembahasan Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana tahun 1974 yang
diajukan oleh Pemerintah. Dalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana
tersebut semula dimasukkan model pengawasan melalui hakim komisaris di negeri
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Belanda. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh almarhum Oemar Senoadji. Namun
model hakim komisaris tersebut atas usul Adnan Buyung Nasution kepada Mudjono
Menteri Kehakiman waktu itu diganti menjadi praperadilan yang diilhami oleh model
Habeas Corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon.
Diperkenalkannya lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana di
Indonesia didasarkan pada pengalaman buruk terjadinya banyak pelanggaran hak-hak
tersangka oleh penyidik seperti terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan,
pengumpulan barang bukti dan alat bukti secara illegal, dan pelaksanaan upaya paksa
yang melawan hukum.
Keterbatasan kewenangan praperadilan dan juga sifat pasifnya hakim
praperadilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap
kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan
aparat penegak hukum yang bersifat represif. Dalam keadaan demikian terkesan
bahwa lembaga praperadilan menjadi tidak berdaya dan tidak humanis karena tidak
atau kurang mampu melindungi tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak-hak
yuridisnya oleh aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan.
Selain itu masih terdapat kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum berkaitan dengan persoalan luas ruang lingkup praperadilan yang dikaitkan
dengan keberadaan Pasal 77 KUHAP yang menimbulkan pemahaman bahwa luas
ruang lingkup kewenangan praperadilan hanya seperti yang dimuat dalam Pasal 77
tersebut, apalagi pasal tersebut isinya juga sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka
10 KUHAP sehingga sering diartikan bahwa diluar yang ditentukan dalam Pasal 77
KUHAP tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili dalam perkara pra peradilan,
seperti misalnya menguji keabsahan upaya paksa yang lain seperti penggeledahan
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penyitaan, pemeriksaan surat yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
merugikan perlindungan HAM tersangka.
Namun yang sangat jelas, adanya beberapa hal yang tidak masuk dalam ruang
lingkup pemeriksaan praperadilan padahal mestinya harus masuk karena sangat
diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28I ayat (5) UUD yaitu pengujian yang berkaitan dengan penetapan status seseorang
menjadi tersangka yang diduga tidak berdasarkan bukti permulaan, atau keabsahan
penangkapan dan atau penahanan yang tidak didasarkan pada “bukti permulaan yang
cukup” atau “cukup bukti”.
Terkait Pasal 77 huruf a KUHAP dalam amar putusannya Mahkamah
menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau
tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat,
Mahkamah berpendapat :3
a. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :
1) Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD
1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara
hukum, asas due process of law sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak
asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus
dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum.
Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan
posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, h. 100-107.
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dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun
terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu,
negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM Pasal 28I ayat (4) UUD
1945. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di
Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai
pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;
2) Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan
cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea
keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman
dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan
oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja,
akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang
diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman
terhadap diri mereka.
3) Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau
terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat,
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martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka
melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme
kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau
penuntut umum melalui pranata praperadilan.
4) Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, International
Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik) menyatakan dalam Article 9:
a. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be
subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty
except on such grounds and in accordance with such procedure as are
established by law.
b. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons
for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.
c. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly
before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and
shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the
general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release
may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial
proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.
d. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to
take proceedings before a court, in order that that court may decide without
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delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is
not lawful.
e. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an
enforceable right to compensation”.
Terjemahnya :
a) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada satu
harus dikenai penahanan sewenang-wenang atau penahanan. Tidak ada yang
akan dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan tersebut dan sesuai
dengan prosedur seperti yang ditetapkan oleh hukum.
b) Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan
penangkapannya dan harus segera diberitahu tentang segala tuduhan
terhadapnya.
c) Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus dibawa
segera sebelum seorang hakim atau pejabat lain yang berwenang oleh hukum
untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan berhak ke pengadilan dalam
waktu yang wajar atau untuk melepaskan. Ini tidak akan menjadi aturan
umum bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan
dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap
tahap dari proses peradilan, dan, harus Acara timbul, untuk eksekusi putusan.
d) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau
penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan
dapat memutuskan tanpa penundaan tentang keabsahan penahanannya dan
memerintahkan pembebasannya bila penahanan tidak sah.
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e) Siapa saja yang telah menjadi korban dari penangkapan yang tidak sah atau
penahanan harus memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi".
f) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh
Mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a
KUHAP seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan?
5) Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan
memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi
tegaknya hukum dan keadilan;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
6) KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan
tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian
atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian
(exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika
Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti
dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan
perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada
tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di
Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas
saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang
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terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan
perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip
yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat
bukti, yaitu: Pertama, rights protection by the state. Hak tersebut lahir karena
terkadang upaya dari penyelidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti
dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam
rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka
diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui
dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara
sah. Kedua, deterrence (disciplining the police). Pengesampingan atau
pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan
mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi
kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin
mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah
tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak
hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum,
kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis.
Ketiga, the legitimacy of the verdict. Dalam proses acara pidana diperlukan
suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem
hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi
aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat
secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan
masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. Dengan demikian, terlihat
bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process
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of law secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari
dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan
perolehannya.
7) Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk
pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang
terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada
zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya
KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan
tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab
permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang
diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai
pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan
unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal
itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat
formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan
pranata praperadilan.
8) Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka
belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas
pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa
sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau
modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh
penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status
tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga
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seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa
tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji
legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal
hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan
sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih
dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan
sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh
penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
9) Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan
dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan
hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan
dan penuntutan (pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor
65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor
78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan
nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia
yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang
tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak
asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan,
meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10
juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian
dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan
sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi
seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah
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atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri
menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10) Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar
maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah
bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang
yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan
ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi
tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan
tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan
terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh
penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi
seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar
dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam
prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata
praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian,
perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka
tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana,
sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah
hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan
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penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan
terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai
manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di
hadapan hukum.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil
Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata
praperadilan adalah beralasan menurut hukum;
b. Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam Putusan
Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam
kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, “...
Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur
dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu
mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari
penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan,
penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian
penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau
rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan
dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan
perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan
penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan
yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk
kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa
dalam pemeriksaan pendahuluan. Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk
mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang
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tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu,
KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka
atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...”;
Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah
menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian
dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenangwenang dari
penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup
praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan dan
penyitaan beralasan menurut hukum;
Adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar
masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut Mahkamah,
pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan
penggeledahan dan penyitaan, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di
atas berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo.
B. Tindakan Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pasca Dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, bahwa
penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak
maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tidak pidana yang
sedang terjadi. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang
berbunyi sebagai berikut :
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan
atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak
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berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan
peradilan”.
Dalam rumusan Pasal 1 butir 16 telah dapat diketahui bahwa “penyitaan”
tersebut dilakukan oleh penyidik, yakni :
- Pejabat Polisi RI tertentu;
- PPNS;
- Komandan Sektor (Dansek);
- Penyidik Pembantu;
- Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu.
(Pasal 2 dan 3 jo. Pasal 17 dari PP No. 27/1983).
Dilakukan oleh penyidik” digaris bawahi tetapi tidak berarti hanya pada tahap
penyidikan, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan bahkan
pada pemeriksaan di persidangan, dapat dilakukan bersadarkan “penetapan”
Pengadilan.
Setelah diuraikan “penyidik” yang dapat melakukan “penyitaan”, maka uraian
lebih lanjut adalah proses pelaksanaan penyitaan yang untuk jelasnya adalah sebagai
berikut:
1. Sebelum Penyitaan Dilakukan
Setelah dilakukan “penyidikan” maka ternyata dari hasil-hasil penyidikan
yang telah diperoleh ternyata penyidik berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan
atas barang-barang yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi
sebagai berikut :
“Yang dapat dilakukan penyitaan adalah :
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a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penydikan tindak pidana;
d. Benda yang khsus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan.
Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri “Resume”
dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung”
barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri,
diatur oleh Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang bunyinya :
“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat.”
Rumusan “Ketua Pengadilan Negeri setempat” dimaksudkan adalah tempat di
mana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya. Hal ini
perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.
M. Yahya Harahap, dalam buku: Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan
KUHAP Jilid 1 mengutarakan antara lain :
“Salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua Pengadilan
Negeri, adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi
penyitaan-penitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan
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undang-undang. Bertitik tolah dari latar belakang pemberian pengawasan dan
pengendalian, Ketua Pnegadilan Tinddi berwenang penuh untuk menolak permintaan
izin penyitaan yang diajukan penyidik. Cuma setiap penolakan haruslah dengan
alsan-alasam yang berdasarkan hukum dan undang-undang”.
Memang demikian halnya. Itulah sebabnya, di atas telah diutarakan bahwa
Resume yang diajukan penyidik tidak terlalu summier sehingga tampak “hubungan
langsung” (keterkaitan) benda yang akan disita dengan tindak pidan yang sedang
dsidik. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak izin penyitaan, maka Ketua
Pengadilan Negeri tersebut menerbitkan “Penetapan”. Jika ditolak oleh Ketua
Pengadilan Negeri izin penyitaan maka penyidik tidak dapat melakukan perlawanan.
Penyidik, mau tidak mau, harus menjunjung “penetapan” tersebut. Seyogianya,
terhadap semua “Penetapan” dalam proses penanganan perkara pidana, dapat
dilakukan “perlawanan”. Tetapi undang-undang hanya memberi kewenangan
mengajukan “perlawanan” kapada penuntut umum bukan kepada “penyidik”.  Jika
perkara telah pada tahap penuntutan, maka penuntut umum dapat melakukan
“perlawanan” atas penetapan tersebut kepada Pengadilan Tinggi.
2. Pelaksanaan Penyitaan
Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :
M.01.PW.07.30 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 Tentang “Bidang Penyidikan”,
tercantum antara lain :
“Guna melakukan penyitaan maka penyidik :
a. Terlebih dahulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dalam
keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa
surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua
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Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap
tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap atau alat yang
ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau
surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh
kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan, pengangkutan apabila
barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya (Pasal 38,
40, 41).
b. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal
128).
c. Berwenang memerintahkan kepada oramg yang menguasai benda yang dapat
disita untuk diserahkan padanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah
jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka, ditujukan kepadanya,
kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak
pidana. Adapun penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang
berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah
atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 42,
Pasal 43).
d. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu disita
atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang itu dengan
disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. (Pasal
129 ayat (1)).
e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal,
ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala
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Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang saksi dan turunan berita acara
disampaikan kepada Atasn penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita dan
Kepala Desa (Pasal 129 ayat (2))”.
Dengan dibuatnya berita acara penyitaan maka pelaksanaan penyitaan telah
selesai. Dari rumusan-rumusan diatas, perlu perhatian terhadap butir b. meskipun
berdarakan butir b tersebut telah cukup dengan memperlihatkan tanda pengenal, maka
sebaiknya “penyitaan” dilakasanakan dengan “surat perintah penyitaan”. Dalam hal
tertangkap tangan, meskipun tidak diwajibkan memberitahukan untuk minta
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, agar lebih sempurna tidaklah berlebihan jika
diajukan permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini perlu guna
mencegah Pengadilan Negeri menyampaikan dalam putusan, mengenai benda yang
disita tersebut. Dengan izin/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri maka kewajiban
bagi pengadilan Negeri untuk memutuskan tentang barang-barang yang disita
tersebut. Selain itu juga untuk menghindarkan “praperadilan” karena dapat saja pihak
lain menduga bahwa penyitaan tersebut tidak berdasarkan hukum.
3. Setelah Selesai Pelaksanaan Penyitaan
a. Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03
Tahun 1983 Tanggal 4 Februari 1982, Bidang penyidikan, tercantum antara lain :
“Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat berat atau
jumlah, ciri, sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang dari mana
benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandantangani oleh pihak
penyidik. Dan bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan di atas label yang
ditempelkan/dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130)”.
b. Selanjutnya Keputusan Menteri Kehakiman RI di atas lebih lanjut memuat :
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“Penyimpanan benda sitaan :
- Disimpan dalam rumah pemyimpanan benda sitaan negara (Pasal 44 ayat (1)).
- Dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
tingkat pemeriksaan (Pasal 44 ayat (1)).
- Dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun (Pasal 44 ayat (2)).
- Benda yang rusak/membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi
dengan persetujuan tersangka/keluarga dapat dijual lelang/diamankan oleh
penyidik atau penuntut umum dan hasilnya merupakan/dipakai sebagai barang
bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian
(Pasal 45 ayat (1), (2), (3)).
- Benda yang bersifat terlarang/dilarang diedarkan, dirampas untuk kepentingan
negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4)).
c. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.PW.07.03 Tahun
1983 Tanggal 10 Desember 1983 memuat antara lain :
“Benda sitaan negara yang dapat dijual lelang. Dalam rumusan Pasal 45 ayat
(1) KUHAP ada 3 kriteria benda sitaan negara yang dapat dijual lelang yaitu :
1. Benda yang lekas rusak, atau
2. Benda yang membahayakan, atau
3. Benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.
Dari kriteria tersebut, maka terhadap benda sitaan negate yang berupa
kendaraan bermotor, kapal laut atau lainnya dapat dimasukkan ke dalam pengertian
menurut Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
Bilamana Ketua Pengadilan Negeri ragu-ragu untuk mengeluarkan izinnya, dapat
diminta kepada Mahkamah Agung untuk penetapannya”.
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Terhadap “penjualan lelang benda sitaan, para pakar berbeda pendapat.
Sebagian pakar beroendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas “praduga
tak bersalah” (presumption of innocence). Sebagian pakar menyetujui penjualan
lelang benda sitaan dengan mengutarakan alasan/asas bahwa pejabat yang
bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjaga keutuhan benda-benda disita.
Terlepas dari pendapat pro dan kontra “penjualan lelang benda-benda sitaan”,
perlu di pertimbangkan tentang semua kepentingan-kepentingan yang terkait dengan
benda sitaan tersebut. Benar, dan dapat diterima akal, jika dikatakan bahwa “pejabat
yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjaga keutuhan benda yang disita”,
bahkan bukan itu saja, karena barang sitaan tersebut perlu dipelihara agar tidak rusak,
sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga
kepentingan-kepentingan tersangka/terdakwa agar tidak terlalu dirugikan. Sering juga
terdengar adanya oknum yang mempergunakan “kesmpatan” atau “menagguk di air
keruh” dengan berlindung pada “penjualan lelang umum”. Seyogiayanya sebelum
dilelang, dibentuk panitia taksasi harga minimal/terendah yang harus dicapai pada
penjualan lelang tersebut dari instansi yang ada keterkaitan dengan barang tersebut.
Penentuan harga terendah ini pun harus bijaksana sehingga penjualan lelang dapat
tercapai. Secara layak jika diundurkan satu kali karena harga limit tidak tercapai
masih dalam hal yang wajar.
Selain dari hal tersebut, perlu pula dipikirkan agar ketentuan-ketentuan yang
ada tidak memuat pejabat yang tidak bersangkutan enggan melakukan pelelangan
baik karena prosedur yang berbelit-belit maupun karena khawatir disangka
“menangguk di air keruh” sehingga dapat mengakibatkan pada akhirnya barang-
barang sitaan tersebut secara ekonomis tidak bernilai.
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d. Pengembalian benda yang dikenakan penyitaan yaitu sebagai berikut :
1)Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan pada orang atau kepada
mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling
berhak apabila :
- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tiudak cukup bukti atau
ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepenitngan umum atau perkara
tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari
suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana”.
2)Penjelasan resmi Pasal 46 ayat (1) KUHAP :
“Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai
barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih
diperlukan atau tidak.
Dalam hal peatau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak
diperlukan bagi untuk pebuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada
yang bersangkutan atau pemiliknya.
Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan
segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian yang menjadi sumber
kehidupan”.
Rumusan “sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan” pada penjelasan
Pasal 46 ayat (1) membawa pemikiran akan latar belakang rumusan tersebut. Semua
60
tindakan hukum dilandasi “Kepatutan” yang dengan sendirinya telah mencakup “segi
kemanusiaan”. Seyogianya penjelasan Pasal 46 ayat (1) berlandaskan pembuktian
karena penyitaan tersebut untuk pembuktian. Hal ini berarti dengan memperhatikan
alat bukti yang sah yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Jika alat bukti sah
lainnya telah cukup atau memadai, yang pertama-tama dipertimbangkan adalah
apakah diperlukan semua barang bukti atau telah cukup satu atau dua saja. Bukankah
telah terbukti tentang adanya barang-barang bukti tersebut dengan berita acara
penyitaan, dan “tanda penerimaan” kembalinya barang tersebut yang dibuat pemilik?
Aparat penegak hukum yang berupaya mencapai keadilan dalam setipa perilaku telah
wajar mempertimbangkan penegak keadilan, tanpa mengorbankan keadilan.4
Dalam jurnal yang ditulis oleh I Gede Yuliartha, S.H. yang berjudul Lembaga
Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya
Dengan Hak Asasi Manusia. Bahwa Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya
disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal
77 sampai dengan Pasal 83.
Pasal 1 butir 10 menyebutkan :
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
4 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), h.
104.
61
b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
Apa yang dirumuskan dalam Pasal pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam
Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
ini tentang :
1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan,
2) Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan KUHAP disebutkan Penjelasan
Pasal 77 huruf a KUHAP :
“Penghentian penuntutan bukanlah penyampingan perkara demi kepentingan
umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.
Pasal 80 KUHAP menyebutkan :
“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau
pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan
menyebutkan alasannya”.
Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan alasan
bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari
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pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga
apabila dkenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkannya.
Tindakan - tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan-tindakan
upaya hukum (dwangmiddel) lainnya seperti :
a. Pemasukan rumah;
b. Penggeledahan;
c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum
dan menimbulkan kerugian materiil.
Hal - hal ini dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak -
hak terhadap harta benda dan hak - hak atas privacy tersebut perlu dilindungi
terhadap tindakan - tindakan yang melawan hukum.
Walupun dalam hukum positif Indonesia wewenang Praperadilan sangat
terbatas, namun dalam penerapannya terdapat wewenang lain yang menjadi
wewenang Praperadilan selain yang telah disebutkan dalam hukum positif
diantaranya :
1. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan atau penggeledahan Sehubungan
dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada
dasarnya setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum
mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena itu harus
dilindungi secara saksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus
sesuai dengan “acara yang berlaku” (due process) dan hukum yang berlaku
(due to law).
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Dalam KUHAP penerapan upaya paksa, diatur dalam dua sistem :
a) Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan
(Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya KUHAP);
merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum
berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan
(intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain,
b) Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32
KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin Ketua
Pengadila Negeri setempat.
Perbedaaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut, telah menimbulkan
permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan :
a) Ada yang berpendirian tindakan upaya paksa yang termasuk yurisdiksi
praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan
penangkapan dan penahanan atas alasan undue process atau orang yang
ditahan atau ditangkap tidak tepat (error in persona),
b) Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap
berada di luar yurisdiksi praperadilan atas alasan dalam penggeledahan
atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan.
Sehubungan dengan adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam
penggeledahan dan penyitaan, dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial
untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak logis
praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan
yang telah diijinkan oleh pengadilan.
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Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian
permasalahan yang mungkin timbul dalam penggeledahan dan penyitaan. Bertitik
tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat ijin yang
diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun
dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti
kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan
penerapan :
1) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa ijin atau persetujuan Ketua
Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa
keabsahannya,
2) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapatkan ijin atau
persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan di forum
praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :
a. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat ijin atau surat persetujuan
yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu;
b. Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan
surat ijin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah
pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat ijin yang diberikan.
Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang
dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat bahwa
permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, seperti yang dikemukakan
di bawah ini :
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”Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada
yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda
tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.”
Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi
praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak
ketiga, dan barang tersebut tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam
kasus yang seperti itu pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan
ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang
yang dirugikan dalam penyitaan dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan
perkosaan hak oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang
tidak berdosa.
Selanjutnya dalam jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Jakarta tentang “Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Oleh
KPK” Oleh Alfitra, S.H., M.H. dalam pendahuluannya Pasca putusan Mahkamah
Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang amar putusan mengatakan: “bukti permulaan
yang cukup dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14,
Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 N0 76 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N0 3209) bertentangan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang
cukup” adalah minimal dua alat bukti yang dimuat dalam Pasal 184 KUHAP.
Praperadilan diatur dalam Pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti
kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.
Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77
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KUHAP adalah sebagai salah satu kewenangan Pengadilan secara horizontal atas
penerapan upaya paksa oleh Polisi, Jaksa dan KPK yang meliputi sah atau tidaknya
Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, dan
pasca putusan MK N0 21/PUU-XII/2014 ditambah Penetapan Tersangka.
Berdasarkan Pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan
kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.
Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat
kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti
kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak
sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, praperadilan
disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak
termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang
berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.
Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Perlu diperhatikan
dalam Pasal 1 butir 22 menyatakan “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk
mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang
karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara
yang diatur undang-undang ini.
Beranjak dari bunyi Pasal di atas, dapat ditangkap dengan jelas bahwa ganti
rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan
berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya
sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab
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tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari
negara.
Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di
Indonesia. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada
yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa
didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan
praperadilan, ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni
untuk tegaknya hukum, dan perlindungan terhadap HAM tersangka dalam tingkat
pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta penetapan status tersangka.
Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Polisi, Kejaksaan dan KPK
terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :
a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan
pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang,
setiap tindakan paksa yang sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan
dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.
Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum
merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan HAM tersangka, tindakan
itu harus dilakukan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum dan undang-
undang yang berlaku (due process of law). Tindakan upaya paksa yang dilakukan
bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan
pemerkosaan terhadap HAM tersangka. Karenanya, bagaimana mengawasi dan
menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk itu perlu
diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya
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tindakan paksa yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan KPK yang dilimpahkan
kewenangannya dalam hal ini kepada praperadilan.
Menurut Brigadir Polisi Adi Jaya, selaku Penyidik pada Kepolisian Resort
Kota Besar Makassar bahwa dalam hal pelaksanaan penyitaan, penyidik masih
mengacu pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dalam melakukan penyitaan terhadap suatu benda/barang. Karena belum di
undangkannya ketentuan hukum acara pidana yang baru sehingga segala proses yang
terkait dengan penyitaan terhadap suatu benda/barang tetap berpedoman pada
ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.
Sebagai akibat hukum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan yang baru
di Indonesia, penyidik dalam malakukan penyitaan terhadap suatu barang/benda lebih
mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari segala akibat hukum
yang ada. Akibat hukum lain dikeluarkannya putusan tersebut adalah bahwa dalam
hal pelaksanaan penyitaan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik dari satuan
Reserse dan Kriminal (Reskrim) dengan adanya putusan tersebut maka penyitaan





1. Landasan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan penyitaan sebagai objek
praperadilan di Indonesia adalah landasan konstitusi UUD 1945 utamanya :
a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
c. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
2. Tindakan penyidik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-
XII/2014 adalah :
a. Terlebih dahulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
b. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita.
c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai untuk
menyerahkan benda yang akan disita.
d. Memperlihatkan benda sitaan kepada keluarga, kepala desa, dan dua orang
saksi.
e. Membuat berita acara penyitaan
B. Saran
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidaklah
bertentangan dengan asas legalitas, maka sebaiknya pembuat undang-undang
sesegera mungkin membuatnya dalam bentuk perundang-undangan.
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2. Dalam melaksanakan penyitaan, sebaiknya penyidik lebih memperhatikan
Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-
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